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ِن ٱلرَِّحيمِ ۡ  ِم ٱللَِّو ٱلرَّحۡ  ِبس  م َٰ
ّيئ اِت أ  ُنُو و ن ْست  ْغِفرُُه و ن  ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أ نْ ُفِسن ا و س  ُدُه و ن ْست ِعي ْ ِ هلِل َن ْم  الِن ا م ْن ي  ْهِدِه اهللُ ف ال  ِإّن اْلْ ْمد  ْعم 
ُد أ ْن ال  إِلو  ِإالّ اهللُ و أ ْشه ُد  ...أ ّن ُُم ّمًدا ع ْبُدُه و ر ُسْولُُو أ ّما ب  ْعدُ ُمِضّل ل ُو و م ْن ُيْضِللو ف ال  ى اِدي  ل ُو أ ْشه   
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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Tsa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S se س
 Syin Sy se nad ss ش
 (Shad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Tha Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G se غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 kaf  K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 nun  N En ن
 Wawu W We و
 ha  H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ




Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( „ ). 
b. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 Fathah A I آ
آ   Kasrah A I 
 Dammah A I آ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Lain Nama 
َي  Fathah dan ya ai a dan i 
 Fathah dan wau au a dan u  وْ 
 
Contoh: 
ٍْـفَ   kaifa : َكـ
 haula : هَـْولَ 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 









Huruf dan Tanda 
 
Nama 
G.   ...ى| ...  ا  Fathah dan alif atau yā’ ā a dan garis atas 
ِِ  ى  Kasrah dan yā’ ī i dan garis atas 
 Dammah dan wau ū u dan garis atas ُ  و
 
Contoh: 
 : ma>ta 
 \\<rama : َرَمـى
ٍْـلَ   qi>la : قِـ
 yamu>tu : ٌَـمـُْوتُ 
 
D. Ta’Marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 raudah al-atfāl :  َرْوَضـةُاألْطفَالِ 






E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ً), maka ia 
ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
a. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ(alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
b. Hamzah 
Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 
tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
c. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 




cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, 
khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
d. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
e. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 





Nama : St. Halima 
NIM : 50300116076 
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Beras 
Sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 
Enrekang. 
Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana Pemberdayaan 
Masyarakat Prasejahtera Melalui Beras Sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko 
Kabupaten Enrekang”, dengan sub masalah yaitu: bagaimana pemberdayaan 
masyarakat prasejahtera melalui beras sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko 
Kabupaten Enrekang? dan bagaimana hambatan dalam proses pemberdayaan 
masyarakat prasejahtera melalui beras sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko 
Kabupaten Enrekang? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasidi Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan psikologis, pendekatan sosiologi, dan 
sumber data primer penelitian ini yaitu Kepala Desa (informan kunci), informan 
tambahan yaitu keluarga prasejahtera, penerima bantuan beras sejahtera tetapi tidak 
termasuk keluarga prasejahtera serta panitia (pendamping) beras sejahtera. Sumber 
data sekunder adalah buku, majalah, koran dan sumber data lain yang bisa dijadikan 
data pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat 
prasejahtera melalui beras sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 
Enrekang yaitu, tahap persiapan sosial, tahap pelaksanaan dan pengendalian program, 
dan tahap monitoring dan evaluasi program. Kendala dalam proses pemberdayaan 
sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan 
Baroko Kabupaten Enrekang  yaitu sistem pendataan masih bersifat nepotisme, dan 
masalah verifikasi  dan validasi data. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah hendaknyapemerintah desa dan 
jajarannya bersifat transpransi terkait masalah bantuan dari pemerintah, hendaknya 







A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan  kemiskinan masih menjadi tantangan bagi negara berkembang 
termasuk Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh 
Kementerian dan Lembaga. Dari serangkaian cara dan strategi tersebut, masih 
berorientasi pada pengembangan infrastruktur, bantuan kredit, dan bantuan 
pendidikan. Padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang 
melibatkan banyak faktor termasuk kelembagaan lokal dan modal sosial. Namun 
kondisi modal sosial saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga 
diperlukan upaya untuk pembenahan modal sosial dalam kelembagaan lokal yang 
ada. 
Pemerintah adalah organisasi yang mewakili kewenangan untuk membuat 
kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang. Dalam pembukaan 
UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara rebuplik Indonesia adalah 
memajukan kesejahteraan. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila 
kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan 
dan pemerataan tidak dapat dilaksanaan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, 
akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan.
1
 
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban
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Jamhari  Makruf, Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat, (Cet.I; Banten : Pusat Pengkajian 





 tersebut bisa terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber 
daya keuangannya secara optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses 
pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya 
kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan negara, sebagai pemerintah harus 
bisa menjalankan suatu sistem pemerintahan sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk 
pelayanan yang baik di masyarakat.  
Fungsi pemerintahan yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan dan  pengaturan. Dalam fungsi pelayanan, pemerintah sebagai aparatur 
negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Dalam fungsi pembangunan, pemerintah sebagai pemacu pembangunan 
di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak 
hanya fisik tetapi juga mental spiritual.  
Upaya pemberdayaan masyarakat lokal yang diisyaratkan oleh undang-
undangNomor 32/2004 telah menuntut pihak praktisi pengembang masyarakat baik 
itu aparat pemerintah, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan 
pengusaha swasta untuk memiliki kemampuan profesional dalam mengorganisasikan 
partisipasi semua pihak (steakholder). Pengembangan partisipatif mengandung makna 
kemampuan analisis sosial-partisipatif dan pengorganisasian-partisipatif 
(perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). Proses perkembangan 
masyarakat secara mandiri menurut kaidah-kaidah demokrasi, keadilan sosial dan 
berkelanjutan. Tujuannya adalah masyarakat lokal mampu berkembang maju secara 
mandiri dan berkelanjutan sebgai sebuah unit sosial ekonomi yang otonom.
2
  
                                                          
2
Sumarjo dan Saharudin, Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, 





Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetisi kerakyatan, 
kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Tiga dimensi pemberdayaan 
tersebut merujuk pada: 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari 
pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan 
sosial yang lebih besar. 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh percaya diri, 
berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 3) Pembahasan yang 
dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi 
orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang 




Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Sedangkan pengaturan 
diterapkan sebagai regulator yang mengatur jalannya sistem pemerintahan sehingga 
tercipta kestabilan dalam berbagai bidang, hal ini agar dapat mempermudah 
pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam agama  Islam agar tidak di 
pandang gagal dalam melaksanakan aturan dan hukum Islam yang sudah ditetapkan, 
maka dalam berusaha menanamkan kesadaran diri untuk saling membantu, sedekah, 
dan memberikan bantuan kepada fakir miskin, serta mencari usaha untuk 
menyelamatkan kemiskinan pada masyarakat.
4
 
Di dalam agama Islam  kepemimpinan dan pemerintahan dapat berperan 
dalam  melindungi atau membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan 
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Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.63. 
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hidup tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain dapat bersifat adil sesuai 
dengan pedoman umum bantuan beras sejahtera tahun 2018. Islam selain mengatur 
ibadah dan iman kepada Allah swt. Dalam QS Al-A‟raf/7:10, Allah swt. berfirman 
sebagai berikut: 
ا تَۡضُكُرو  ا َوَعَّٰيَِشَۗ قَنِيٗلا وَّ َُ ُكۡه فِي
ٌَا مَ ۡرِض وََجَعۡن
َ
َُّٰكۡه ِِف ٱۡۡل نَّ  َن  َومََقۡد َوكَّ
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan 
Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah 
kamu bersyukur 
Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah 
memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada 
dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus 
menjadi masalah yang berkepanjangan. Melihat tingginya angka jumlah penduduk 
miskin yang diperparah oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan 
karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis maka pemerintah meluncurkan 
program beras untuk keluarga miskin yaitu beras miskin (RASKIN) atau RASTRA 
(Beras Sejahtera), program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang 
baik terhadap pangan (Beras) dalam hal harga dan kesediaan. 
Pemerintah mengadakan Program Beras Miskin (RASKIN) atau RASTRA 
kepada masyarakat guna memberikan beras yang sangat murah agar beban 
masyarakat berkurang sedikit demi sedikit, dengan kata lain beban masyarakat miskin 
(Penerima RASKIN) bisa sedikit diringankan, namun hal ini menjadi masalah sosial 





adanya Program beras miskin (RASKIN) atau beras sejahtera (RASTRA) masyarakat 
miskin bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli keperluan lain, namun 
disisi lainnya dengan adanya pembagian raskin ini bisa mempengaruhi tingkat 
kerajinan masyarakat miskin dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya 
contohnya beras.   
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2020 dilapangan 
peneliti mendapatkan data bahwa dalam pemberdayaan sosial melali beras sejahtera 
terhadap keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 
Enrekang bisa dikatakan belum terlalu optimal karena disebabkan beberapa hal: 
pertama, masih adanya sistem kekeluargaan oleh pengelola raskin. Kedua, data yang 
tidak di verifikasi. Ketiga, tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diharapkan 
Pemerintah Desa agar memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan Beras 
Miskin (RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA) agar dapat dioptimalisasikan 
dengan baik sehingga dalam pengeloaan beras miskin (RASKIN) atau Beras 
Sejahtera (RASTRA) bisa  lebih terarah dan tepat sasaran.Karena kita ketahui dalam  
Raskin tersebut ada hak-hak orang untuk mendapatkannya sehingga Pemerintah Desa 
harus lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan beras miskin (RASKIN) atau Beras 
Miskin (RASTRA). Setiap orang memunyai kebebasan memiliki jumlah hasil 
kekayaan yang cukup maksimal namun tidak menimbun dalam kepemilikan karena 









B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, 
maka penelitian ini akan difokuskan tentang pemberdayaan masyarakat prasejahtera 
melalui beras sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Proses Pemberdayaan Sosial melalui Beras Sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera di 
Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang ada 3 yaitu: 
1) Tahap Persiapan Sosialisasi 
Pemerintah harus memberikan data-data yang konkrit serta transparansi 
kepada masyarakatnya agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Transparansi  
ini tujuannya adalah ntuk memberikan sosialisasi kepada penerima program beras 
sejahtera terkait arus informasi, berita, agar tidak ada ketimpangan yang dirasakan 
oleh masyarakat terutama keluarga prasejahtera. 
2) Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian Program 
Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian program tentang proses pemberdayaan 
sosial melalui beras sejahtera adalah, masyarakat harus mengetahui proses dan 
pencairan dari beras sejahtera itu sendiri, serta harus mengetahui proses 
pendistribusian beras sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keluarga 
prasejahtera sebagai bentuk proses pemberdayaan sosial. 
3) Membantu dalam Pengawasan 
Setiap masyarakat tidak boleh bersikap apatis terhadap hal-hal kepentingan 
masyarakat agar kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat merata secara 





masyarakat siapa saja tanpa memandang sistem kekeluargaan atau nepotisme. 
Masyarakat juga agar dapat membantu dalam pengawasan. 
b. Kendala dalam Proses Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Beras sejahtera bagi 
Keluarga Prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 
1) Sistem Nepotisme 
Proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera pasti tidak akan berjalan 
sesuai yang di inginkan oleh masyarakat jika masih saja menerapkan sistem 
kekeluargaan atau sistem nepotisme, karena banyak aparat desa hanya ingin jika 
keluarganya saja yang mendapatkan bantuan tersebut bukan orang yang layak  
menerima bantuan beras sejahtera. 
2) MasalahVerifikasi Data dan Validasi  
Banyak kemungkinan sehingga masyarakat yang masih tergolong prasejahtera 
tidak menerima beras sejahtera, salah satunya masyarakat yang tergolong prasejahtera 
tidak terverifikasi datanya di pemerintah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini 
adalah “Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Beras Sejahtera di Desa 
Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Dari pokok masalah tersebut, maka 
dikemukakan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Beras 
Sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang? 
2. Apa Hambatan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui 






D. Kajian Pustaka 
Judul penelitian belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Karyai lmiah 
ini merupakan penelitian pertama kali yang dilakukan di Desa Tongko Kecamatan 
Baroko Kabupaten Enrekang. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan 
“Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Beras sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera di 
Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang” yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqdam Liberty Muhammad (2016) dengan Judul 
”Pola distribusi Beras Miskin ( RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA) di 
Desa Pucung rejomutilang Magelang dalam tinjauan sosiologi dan filsafat 
hukum Islam. Dari data-data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan 
dapat disimpul kan bahwa pola distribusi tersebut tidak sesuai dengan pedoman 
umum Beras Miskin karena terdapat ketidaksesuaian dalam sasaran, harga, dan 
jumlah.persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akanditeliti 
adalah pembahasan cara distribusi beras miskin dapat tersalurkan kepada 
masyarakat berpendapatan rendah dengan baik. Dalam mendorong dan 
mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Dari hasil pengamatan dan 
pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses 
pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah di Kota Makassar, 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan peratuturan Daerah 
No 2  Tahun 2008. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan 
gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian kualitatif, 
data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil- hasil 
penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianilisis secara 





penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada 
penelitian ini.  
 Hasil penelitian  menunjukkan bahawa dalam pengimplemantasian Peraturan 
Daerah No 2 Tahun 2008 di kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar telah 
melakukan beberapa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan 
lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada 
peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 di Kota Makassar. Selanjutnya melakukan 
pemberdayaan kepada anak jalanan, gelalndangan, pengemis, dan pengamen. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya 
penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai 
dasar hukum dalam  meminimalisir jumlah anak jalanan, gelendangan, pengemis, dan 
pengamen, (2) terjalinnya kerjasama anatara pemerintah daerah dan perusahaan 
swasta, (3) tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) tersedianya sarana dan prasarana yang 
mendukung program pembinaan dan (5) anggaran yang memadai, sedangkan faktor 
penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) 
kondisi sosial, (4) perubahan sosial, dari semuanya fakta yang terjadi tersebut 
sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal 
sebagaimana yang diharapkan selama ini. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Nurdin berjudul: “implementasi kebijakan 
pemerintah Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan Anak 
Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen”, padatahun 2013.
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 Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena, 
penulis akan meneliti tentang bagaimana pemerintah desa serta pemerintah setempat 
dalam mengelelola Beras Miskin (RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA). Dari 
penelitian yang akan penulis lakukan bagaimana agar pengaturan dari pengelolaan 
Beras Miskin (RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA) bisa lebih terarah dan tepat 
sasaran karena jangan sampai Pemerintah Desa atau aparat desa tidak memberikan 
Beras Miskin atau Beras Sejahtera kepada yang berhak. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Suyanto yang berjudul: “ implementasi 
program kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarong Kabupaten 
Mamasa” , padatahun 2011.
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Penelitian ini dilakukan untuk adanya pelaksanaan program dana SPP ini 
masyarakat dan kelompok-kelompok penerima SPP di Desa Tadisi dan Desa  
Rantekamase ternyata sangat antusias menyambut program SPP (Simpan pinjam 
khusus perempuan) ini, diketahui di Desa Tadisi ada dua kelompok penerima SPP 
dan di Desa Rantekamase ada enam kelompok penerima SPP.  
Pelaksanaan program ini masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok 
penerima SPP ini adalah penunggakan atau keterlambatan pembayaran/pelunasan 
iuran bulanan dikarenakan pemasukan setiap bulannya tidak dapat diprediksi 
kemudian banyaknya kebutuhan hidup yang harus diprioritaskan oleh tiap-tiap 
keluarga serta jenis usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tempat usaha yang 
tidak strategis. Seiring berjalannya program di Desa Tadisi dan Desa Rantekamase 
ternyata belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan rutin/bulanan padahal 
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pelatihan  rutin adalah salah satu bagian dari program SPP yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas individu-individu di dalam kelompok, sebab tidak 
terlaksananya pelatihan ini adalah keterbatasan dana, sehingga dengan begitu 
peningkatan kapasitas individu-individu di dalam kelompok di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase belum dapat tercapai. 
Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan  penulis lakukan  
yaitu, bagaimana agar setiap masyarakat yang berhak mendapatkan Beras Miskin 
(RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA) mendapatkan perhatian lebih dari 
pemerintah setempat, agar semua dari penegelolaan dari Beras Miskin (RASKIN) 
atau Beras Sejahtera (RASTRA) lebih mengarah kepada orang yang berhak serta 
tidak memanipulasi data-data yang ada sehingga mencegah juga sistem kekeluargaan 
dalam hal ini.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui beras 
sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 
b. Untuk mengetahui hambatan pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui beras 
sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 
1. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Ilmiah 
 Sebagai bahan informasi bagi penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 
kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan 






b. Kegunaan Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan kepada masyarakat, 
Pemerintah setempat dan Pemerintah Desa dalam proses Pemberdayaan Sosial 
melalui Beras Sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan 
Baroko Kabupaten Enrekang? 
2) Sebagai bentuk tugas akhir peneliti guna untuk memperoleh gelar Sarjana 
Sosial Strata satu (S1 PMI/Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan 







A. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa  
Indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu 
kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.
7
 
Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan 
sebagai :  
Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu,  kelompok 
dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 
pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-
keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumber daya yang terkait 
dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dll.
8
 
Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu 
atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko  
mengartikan  pemberdayaan yaitu :   
Upaya untuk memberikan  kesempatan dan kemampuan kepada kelompok 
masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau 
menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasanya, serta kemampuan dan 
keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, 
tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan 
                                                          
7
Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 
Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.36. 
8
Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 





kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan 
kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.
9
 
Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam 
Ambar Teguh mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu 
pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan 
terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja 
terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada 




Menurut menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, 
organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau 
pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk 
berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi 
kehidupanya. Sedangkan menurut Ambar Teguh pemberdayaan dapat dimaknai 
sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ 
kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang 
mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.
11
 
Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri mengatakan bahwa 
pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or authority dan to 
give to or enable. 
12
Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna 
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memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak 
lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai 
upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan 
berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak 
berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai 
potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13
 
Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat 
pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono adalah pembangunan manusia 
seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat 
mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan 
memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-
kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga 
mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk 
mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan ekploitasi atas yang lemah, 
pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah 
agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan 
sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainya, dan sekaligus dapat 
menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.
14
 
Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya 
suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 
sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam 
rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang di inginkan oleh 
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masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih 
sesuai dengan tujuan pemberdayaan, menurut Sunyoto Usman usaha memberdayakan 
masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi 
fenomena yasng semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembanganya 
tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian
15
 
 Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program 
peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi 
kebutuhan dasar. Lebih dari  itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang 
menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, 
percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu strukural yang 
membuat hidup sengsara. Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan 
menjadi sasaran pemberdayaan.  
Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi 
kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer memiliki 
pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak 
harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin 
sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (Non-
Governmental Organization) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena 
dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding 
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Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses 
pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut  adalah pemerintah, swasta, dan  
masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras. Pemberdayaan sendiri 
memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews 
menyatakan bahwa: “ Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang 
dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara 
konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan 




Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans 
menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.
18
 Prinsip pemberdayaan  
mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :   
1. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal  
2. Lebih mengutamakan aksi sosial  
3. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal  
4. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja  
5. Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok sebagai subjek 
bukan objek 
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6. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan19 
Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat 
dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma 
yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakan pasrtisipasi 
masyarakat agar lebih berdaya. Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap 
pemberdayaanyang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:  
a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari 
konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.  
b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat 
argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa 
masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahetraan sosial tetapi berkaitan 
dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.  




Sedangkan Menurut Ambar Teguh S bahwa pemberdayaan tidak bersifat 
selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan 
kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari 
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Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus 
dilalui tersebut meliputi :  
a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli 
sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 
ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga 
dapat mengambil peran di dalam pembangunan.  
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga 




Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan 
tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak 
pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya 
dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang 
diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya 
untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih 
membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan 
demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki 
kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.  
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Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, 
kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan 
kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan 
dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk 
belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan 
pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.  
Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan 
ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap 
pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses beajar tentang 
pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang 
menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya 
keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka 
butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada 
tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, 
belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.  
Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 
intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat 
membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh 
kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan 
melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkunganya. Apabila masyarakat telah 
mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan 
pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini 
seingkali didudukan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah 




Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat maka masyarakat yang sudah 
mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan 
perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan 
mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka 
perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya 
dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.
23
 
Dalam pemberdayan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk 
memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan 
masyarakat, yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu :  
a. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku 
konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah. 
b. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat 
untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/ media yang dipandang efektif.  
c. Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap bargaining power 
masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut 
melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.  
d. Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat 
untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di 
dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.
24
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku 
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dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat 
oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan 
tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat 
memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. 
Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, 
dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu 
menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi 
kebutuhanya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar 
baik pemerintah maupun non pemerintah.  
Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya pendidikan 
merupakan aktifitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan 
yang saling berinteraksi atau interdepensi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan 
hendak dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai komponen dan 
saling hubungannya perlu dikenali, dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme 
kerja komponen-komponen itu secara menyeluruh dan terpadu, akan dapat 
menumbuhkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya 
pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai arti penting. 
2. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam 
Berbicara mengenai pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. pemberdayaan 
mempunyaifilosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak 




Sedangkankemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, 
ada 2 (dua) kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan. 
a. Kemiskinan secara ekonomi. Dalam hal ini, kemiskinan dapat dilihatdengan 
indikator minimnya pendapatan masyarakat (kekurangan modal), rendahnya 
tingkat pendidikan, kekurangan gizi dan sebagainya, yangberpengaruh besar 
terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Kemiskinan yang dipengaruhi pola tingkah laku dan sikaf mentalmasyarakat, 
berbagai bentuk penyimpanan sosial, sikap pasrah (menerimaapa adanya) sebelum 
berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros, malas walau dalam hal ini, 
Greetz pernah menghibur kita bahwa orang Jawa ( Indonesia) miskin bukan karena 
malas, tetapi malas karena dirundung kemiskinan yang berkepanjangan.
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Sikap di atas memunyai pengaruh besar terhadap rendahnya kemampuan 
masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam dirinya sendiri. Dengan  
melihat kenyataan di atas dapat ditarik sebuah benang merah penilaian adanya 
kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi pada tingkat makro sehingga 
pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial tidak mengenai sasaran. 
Kemudian penyimpangan dari pola tingkah  laku  dan nilai dasar norma yang berlaku 
dalam hal ini nilai-nilai dasar Islam. Persoalannya menjadi jelas,  tinggal yang kita 
perlukan adalah analisis bagaimana Islam memberikan solusi terhadap permasalahan 
tersebut. 
Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “pemberdayaan 
menuju keadilan sosial”   yaitu: 
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a. Pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial 
kemasyarakatan konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat 
indipidual, statis, tidak menampilkan jiwa ruh islam itu sendiri. 
b. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu 
yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-
nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.
26
 
Kemiskinan dalam prespektif Islam bukanlah sebuah asap maupun kutukan 
dari Tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi 
pendapatan( rezeki) yang diberikan. Firman Allah dalam Qs.Az Zukhruf/43:32: 
 
ۡه ِِف ٱۡۡلَيَ  ُُ عِيَضَت ه وَّ ُُ ٌَ ٌَا بَۡي ۡه َيۡقِسُىَِن رَۡۡحََت َرّبَِكَۚ ََنُۡي قََسۡى َُ
َ
ۡه أ ُُ ٌَا َبۡعَض َۚ َوَرَفۡع ۡنَيا ةِ ٱدلُّ َِّٰ
ا ََيَۡىُعَِن   َۗ َورَۡۡحَُت َرّبَِك َخۡۡيٞ ّمِىَّ ا ا ُسۡخرِّيا ه َبۡعضا ُُ َتَِّخَذ َبۡعُض َق َبۡعٖض َدَرَجَّٰٖت ّّلِ ِۡ  فَ
Terjemahnya: 
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 





Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “pengingat” 
bagi kelompok manusia yang lebih “berdayah” untuk selain membantu dengan 
kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti Inilah yang harus ditanamkan 
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dikalngan umat Islam, sikap simpati dan empeti terhadap sesama harus dipupuk dari 
awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Hasyr /59 :7 
 
ِل ٱۡمُقَرىَّٰ فَنِنٍَِّ َولِنرَُّسِِل َوِِلِي ٱۡمُقۡرََبَّٰ َوٱّۡلََتَََّٰمَّٰ َوٱ َۡ
َ
َّٰ رَُسِِِلِۦ ِوۡي أ ُ لََعَ فَآَء ٱَّللَّ
َ
آ أ لَۡىَسَِّٰكنِي وَّ
َُّٰكُه ٱلرَُّسُِل فَُخُذوُه َوَوا  َوٱبۡيِ  ۡغٌَِيآءِ ِوٌُكۡهَۚ َوَوآ َءاتَى
َ
بِيِل ََكۡ ََل يَُكَِن ُدومََۢة َبنۡيَ ٱۡۡل ٱلسَّ
َ َصِديُد ٱۡمِعَقاِب   َۖ إِنَّ ٱَّللَّ َ ِاْ ٱَّللَّ ُق َْۚ َوٱتَّ ِا ُُ ٍُ فَٱًَت ٌۡ َُّٰكۡه َع ى َُ  َن
Terjemahnya: 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orangorang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 
antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 





Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak 
diakibatkansikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah swt. 
khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, 
apayang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “kemiskinan 
absolut”sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat islam memahami secara benar 
danmenyeluruh (kaffah) ayat-ayat Allah swt. di atas.  
Kemiskinan dalam islam lebih banyak dari kacamata non ekonomi seperti 
kemalasan, lemahnya daya juang, danminimnya semangat kemandirian. Karena itu, 
dalam konsepsi pemberdayaan titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor 
ekonomi (peningkatan pendapatan,investasi, dan sebagainya), juga pada faktor non 






ekonomi. Rasulullah saw. telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan 
kemiskinan. 
Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah saw. mengandung 
pokok- pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “ menghapuskan 
penyebab kemiskinan” bukan pada “ penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya 
dengan membicarakan bantuan bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, 
didalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan 
nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa 
mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya sesuai 
dengan keahliannya. Rasulullah saw. memberi tuntunan memanfaatkan sumber yang 
tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. 
Karenanya, konsepsi pemberdayaan dalam islam adalah bersifat menyeluruh 
(holistik) menyangkut berbagai aspek  dan sendi-sendi dasar kehidupan. Rancangan 




3. Regulasi Pemberdayaan Masyarakat 
Sebagai negara hukum setiap kebijakan yang akan direncanakan dan dilaksanakan 
harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menopang kebijakan tersebut. Dasar 
hukum pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokan kedalam dua bagian sistem 
yaitu: 
a. Kebijakan pemberdayaan masyarakat 
1) Didalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, antara lain 
ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang- undang ini adalah 
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mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbbuh kembangkan 
prakarsa dan kreativitas, serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap upaya yang 
dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung 
mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah. Dan setiap 
upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah 
akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. 
2) Didalam UU. Nomor  25 Tahun 2000 tentang Program Pemberdayaan Nasional 
(PROPENASI) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 
meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan 
organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan 
sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu 
masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. 
3) Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat. 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sulawesi-Selatan telah menetapkan 
visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai 
berikut: 
a) Visi Pemberdayaan Masyarakat 
Meningkatkan kemandirian masyarakat (penjelasannya adalah bahwa 
kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan 
masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi 
kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan 




b) Misi Pemberdayaan Masyarakat 
Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan 
aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri 
dan lingkungan secara mandiri. 
c) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 
Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya 




b. Dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
1) Bidang Kesehatan Sosial Budaya Masyarakat 
a) Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 Tentang PenataanLembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. 
b) Intruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan 
Anak Sekolah (PMT-AS). 
c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar 
Profil Desa/Kelurahan. 
d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Perlombaan 
Desa dan Perlombaan Kelurahan. 
e) Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 18 Tahun 2001 
tentang pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. 
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f) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 9 Tahun 2001 
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. 
g) Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 
tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) 
h) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu 
Pos Pelayanan Terpadu( Posyandu). 
i) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan. 
j) Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi 
Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.
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2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 
a) Keputusan Presiden RI Nomor : 124 Tahun 2001 Nomor : 8 Tahun 2002 Nomor : 
34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 
b) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 
tentang Penanggulangan Pekerja Anak. 
c) Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 412.21/748/BPM 
tanggal 3 juli 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek PMPD/(CERI). 
d) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1824/PMI) tanggal 12 Desember 2000 
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B. Keluarga Prasejahtera 
Prasejahtera merupakan kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar, kebutuhan psikososial, kemampuan memenuhi ekonominya, dan aktualisasi 
keluarga di masyarakat, serta memperhatikan perkembangan negara Indonesia 
menuju Negara industri, Indonesia menginginkan terwujudnya keluarga sejahtera.
33
  
Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi 
kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, 
sandang, papan, dan kesehatan, atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu 
atau lebih dari indikator-indikator tersebut.
34
 Keluarga Pra sejahtera adalah  keluarga 
yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga  Sejahtera I (KS I) 
atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).   
Menurut UU No 52 Tahun 2009 keluarga sejahtera adalah keluarga yang 
dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup 
spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki 
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga 
dengan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan indikator keluarga sejahtera 
diperlukan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan keluarga Indonesia dan sebagai 
landasan pengembangan programnya. BKKBN membagi kesejahteraan keluarga ke 
dalam 3 kebutuhan yakni: 
a. Kebutuhan dasar (Basic needs) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan 
dan kesehatan.  
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b. Kebutuhan sosial psikologis (social psychological needs) yang terdiri dari variabel 
pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal. 
c. Kebutuhan pengembangan (development needs) yang terdiri dari variabel 
tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi. Enam Indikator tahapan 
Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic 
needs) adalah:  
1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian 
makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, 
seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan 
pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan 
sagu dan sebagainya.  
2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 
bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah 
pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus 
memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. 
Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain 
dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, 
berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian 
(seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan 
sebagainya).  
3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. 
Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal 
keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak 




anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan 
adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan 
sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan 
telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen 
Kesehatan/Badan POM).  
4) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. 
Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan 
KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, 
Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, 
yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi mode rn, seperti IUD, 
MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur 
yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia 
Subur). 
5) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua 
anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika 
keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 
tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan 
aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat 
SLTP.
35
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 
suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan 
keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (natural 
setting) dari objek penelitian, karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai 
fenomena yang nampak tersebut kemudian dieksploitasi dan diperdalam untuk 
mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual 
melalui pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian 




 Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif dalam 
penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait 
berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 
peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan “Proses 
Pemberdayaan Sosial melalui Beras Sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera di Desa 
Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang” 
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2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Desa Tongko 
Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian dipilih sebagai tempat 
penelitian karena  permasalahan yang akan dibahas berada di lokasi di Desa Tongko 
Kecamtan Baroko Kabupaten Enrekang. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang 
digunakan peneliti untuk menganalisis sasarannya atau disiplin ilmu yang dijadikan 
acuan dalam menganilisis objek yang sesuai dengan teori dan metode penelitiannya.
37
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
kesejahteraan sosial. Dimana pendekatan kesejahteraan sosial adalah disiplin ilmu 
yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika 
ilmu itu. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesejahteraan sosial merupakan ilmu 
terapan yang membahas tentang relasi manusia dan hubungan fungsional untuk 
menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
B. Sumber Data 
Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data 
yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat 
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1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan 
langsung pada objek, dan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. 
Objek yang dimaksud adalah informan yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh 
peneliti dengan menggunakan teknik purposive sampling (berdasarkan ciri atau sesuai 
dengan objek penelitian). Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah masyarakat di 
Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang , sebagai informan kunci yaitu 
kepala desa, dan sebagai informan tambahan panitian beras sejahtera, 3 orang 
penerima yang layak menerimaa beras sejahtera dan 3 orang penerima beras sejahtera 
tetapi bukan keluarga prasejahtera. Dengan alasan 8 informan tersebut sudah cukup 
untuk memperoleh data yang akan dicapai di lokasi penelitian. Adapun alasan peneliti 
memilih Pemerintah  Desa Tongko sebagai informan karena mereka adalah pegawai 
yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.  
2. Sumber Data Sekunder 
  Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, koran, 
internet, serta sumber data lain yang biasa dijadikan data pelengkap. Sumber data 
sekunder dapat di bagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan konseptual  yaitu kajian 
terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada 
hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan 
dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada 
relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun 






C. Metode Pengumpulan Data 
  Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Metode Observasi 
Observasi  merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
gejala, fenomena, objek yang akan diteliti.
38
Observasi yang akan dilakukan penulis 
yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang 
ada dan gejala di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 
mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk penelitian. 
2. Metode Wawancara 
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban  informan 
dicatatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara ini mengharuskan 
pewawancara membuat kerangka dan garis beras pokok-pokok yang ditanyakan pada 
narasumber dalam proses wawancara. 
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara 




  Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 
wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 
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suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas dari mana informasi itu di 
dapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 
dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang 
member informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi.
40
 Peneliti 
akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni peneliti melakukan 
pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan menguraikan dengan arah 
penelitian. 
D. Instrumen Penelitian 
Intrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari sumber 
data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Instrumen penelitian ini pada 
umumnya berbentuk pedoman pertanyaan yang di mana penelitian ini berisi 
rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu permasalahan yang terjadi 
dengan tema pokok penelitian.
41
    
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 
serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 
sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang akan 




                                                          
40
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 
Alfabeta, 2017), h. 83. 
41
Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial  (Cet III : Jakarta Bumi 
Aksara, 2009), h.60. 
42






2. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 
diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan 
data yang faktual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 
tertentu. Kelanjutan dari pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan 
data baik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
43
 Ada tiga cara teknik analisis data 
dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu: 
a. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini  ialah penulis dapat melakukan 
pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan transformasi 
data “kasar” yang  bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
44
 Reduksi data 
diharapkan agar memberikan kemudahan dalam  menyimpulkan hasil penelitian. 
Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan 
kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 
b. Penyajian Data (Data Display) 
  Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.  Maka penyajian data tersebut 
diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantive dan mana data pendukung.
45
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c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 
 Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.
46
 Kesimpulan juga 
diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan 
lapangan yang ada. 
 Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. 
Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman 
pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan 
data, reduksi data, paparan data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan/ 
verivikasi merupakan proses siklus dan interaktif.
47
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA MELALUI BERAS 
SEJAHTERA DI DESA TONGKO KECAMATAN BAROKO 
KABUPATEN ENREKANG 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Desa Tongko 
Wilayah Desa Tongko sebelumnya termasuk wilayah desa Baroko, nama desa 
Tongko diambil dari nama sebuah gunung yang bersejarah yaitu gunung Tongko, 
dimana gunung tersebut digunaka oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman 




Pada tahun 1996 desa Baroko dmekarkan dengan maksud agar pelayanan 
kepada masyarakat lebih mudah. Dari hasil Pemekaran tersebut terbentuk persiapan 
desa Tongko tahun 1996 – 1999. Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri 
pada tahun 1999 Desa Tongko resmi menjadi desa definitif di wilayah Kecamatan 
Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
49
 
2. Kondisi Wilayah Desa 
a. Letak Geografis 
Desa Tongko terletak 47 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, dengan luas 
wilayah 9.41 Km
2
, dengan batas-batas sebagai berikut :  
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F. Sebelah Utara berbatasan Desa Benteng Alla Utara 
G. Sebelah Selatan berbatasan Desa Baroko 
H. Sebelah Timur berbatasan Desa Pana 
I. Sebelah Barat berbatasan Kecamaatan Bongga Karadeng, Tana Toraja.50 
b. Demografis 
Jumlah penduduk 3.503 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu 
desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi 
pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi 
perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang. 
Tabel 4.1  






1.629 1.687 3.316 998 
Sumber: Profil Desa Tongko Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2019. 
Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi 
beban pembangunan  karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin 
rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan 
lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak 
negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kondisi ketenagakerjaan yang harus 
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mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya 
peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya. 
Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari 
angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja 
yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah 
atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor 
tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus 
dapatdikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja 
mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).Jumlah penduduk Desa Tongko 
secara administrasi tercatat berjumlah 3.503 Jiwa di tahun 2018, adapun rinciannya 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
c. Luas Wilayah 
Secara Topografi, Desa Tongko yaitu berada pada wilayah dataran tinggi 
dibagian Utara. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat 
dikelompokan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian,perkebunan, 
kegiatan ekonomi dan lain-lain dengan luas 9.65 Ha, yang terdiri dari : 
1) Pertanian   : 965.974 Ha 
2) Perkebunan  : 9.317.851Ha 
3) Pemukiman  : 13.849 Ha 
4) Perkantoran  : 0,47 Ha 
Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan 
kependudukan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dilakukan 
identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis 




yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Tongko berdasarkan pada usia dan jenis 
kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel  berikut ini; 
Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2019. 
No Kelompok Usia L P Jumlah Keterangan 
1 1-4 tahum 201 124 325  
2 5-14 tahun      249 390 639  
3 15-39 tahun 246 139 385  
4 40-64 tahun 914 852 1.766  
5 65 keatas 102 99 201  
JUMLAH 1.712 1.604 3.316  
Sumber: Profil Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Tahun 2019. 
3. Kondisi Pemerintahan Desa 
Tabel 4.3 
 Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan 































5. Kalimbua 257 246 503 
 Jumlah   3.504  
Sumber: Profil Desa Tongko Kecamatan Baraka Kabupaten EnrekangTahun 2019. 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TONGKO 




















































Sumber: Profil Desa Tongko Tahun 2019. 
 
4. Potensi 
Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Tongko 
yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung 
keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah : 
a. Sumber Daya Manusia 
Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 
terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan 
sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang 
gelar sarjana dari berbagai jurusan. 
Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus 
sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi.  Hal ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Tongko dalam meraih visi cerdas. 
b. Pertanian dan Peternakan  
Lahan pertanian berupa lahan perkebunan yang subur yang terbentang luas 
tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah 
produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi 
yang tepat. Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (bebek dan 
ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dan kambing). 
d. Iklim 
Keadaan iklim di Desa Tongko terdiri dari musim hujan, kemarau dan musim 
pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, 
musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara 





e. Sarana dan prasarana 
Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu 
Poros yang menghubungkan antar dusun. Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; 
Sarana pendidikan berupa Sekolah 3 Unit, dan sarana kesehatan berupa Pustu 
permanen  1 unit dan Posyandu 5 unit, serta Masjid 12 buah.  
5. Masalah  
Setelah mengidentifikasi masukan-masukan seluruh elemen masyarakat desa 
Tongko dan pihak lain yang berkepentingan maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah: 
a. Sarana dan Prasarana Jalan ; Perawatan jalanan poros dan lorong yang sangat 
terlambat dibanding yang seharusnya, juga masih minimnya jumlah jalanan usaha 
tani. 
b. Sarana dan Prasarana Pendidikan ; Belum tersedia SD unggulan dan SMA, belum 
ada Perpustakaan Umum dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Masih 
tingginya angka putus sekolah dan kurangnya kesadaran melanjutkan pendidikan 
ke perguruan tinggi. 
c. Sarana dan Prasarana Ekonomi ; Belum tersedia pasar. Pendapatan perkapita 
masih rendah dan kurangnya minat/jiwa wirausaha. 
d. Sarana dan Prasarana Sosial kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga ; Belum 
tersedia ruang serbaguna, belum ada lapangan olahraga yang refresentatif. Masih 
tinggi angka pengangguran dan masih ditemukan adanya keluarga miskin. 
e. Sarana dan Prasarana Kesehatan ; Belum maksimalnya pemanfaatan Pustu dan 




keluarga miskin belum memuaskan. Belum ada tindakan nyata terhadap usaha 
peningkatan gizi masyarakat termasuk kelompok usia anak sekolah. 
f. Kesadaran beragama, berdemokrasi, dan kondisi keamanan ; Masih minim 
pelaksanaan syariat agama. Masih tabuh atau rendahnya pemahaman akan arti 
pentingnya sebuah perbedaan pendapat. Dan masih sering terjadi pencurian ternak. 
g. Kelembagaan Masyarakat ; Minimnya perhatian dan minat masyarakat terhadap 
kelembagaan masyarakat desa. Belum maksimalnya potensi kelompok-kelompok 
tani yang sudah terdaftar begitupula kelompok perempuan yang masih harus 
dibina dan dikembangkan, serta belum tersedianya gedung/kantor kelembagaan 
masyarakat. 
h. Kelembagaan Pemerintahan ; Belum tersedianya Kantor BPD yang refresentatif.  
Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD dan para staf desa termasuk para 




Peneliti            : St.Halima 
Tanggal Observasi           : Selasa 28 April 2020 
Kegiatan yang di observasi  : Pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui beras 




Aspek Pendistribusian RASKIN 
F. Manajemen pendistribusian RASKI 
G. Manajemen penetapan harga RASKIN di Dusun BT. Dea 
Tanggapan 
Peneliti 
1. Pendistribusian RASKIN ditentukan langsung oleh 
Pemerintah. Desa/Kelurahan hanya mendata warga 
miskin kemudian menyerahkan ke Kecamatan, dan 




2. Harga RASKIN ditetapkan dengan 3 aspek : 1) 
Mengumpulkan aparat Desa/Kelurahan , 2) memanggil 
perwakilan penerima manfaat RASKIN, 3) melakukan 
musyawarah bersama di kantor Camat/Kantor Desa. 
 
B. Proses Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera melalui Beras Sejahtera di 
Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 
Pembangunan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan yang terarah 
dan terencana melalui berbagai macam kebijakan untuk mengubah suatu keadaan 
masyarakat menjadi kearah lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
terutama keluarga prasejahtera. Biasanya pemerintah hanya luwes kepada keluarga 
terdekatnya untuk diberikan bantuan tanpa melalui data-data yang konkrit sehingga 
masih banyak masyarakat atau keluarga yang belum mendapatkan haknya. 
Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika dimasukkannya kebutuhan sosial, 
karena suatu program pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan 
hanya  masyarakat atau kelompok sasaran sendiri yang mengetahui apa yang mereka 
butuhkan  agar pembangunan tersebut dinilai merata dan mampu meningkatkan 
kualitas dan taraf hidup mereka yang lebih baik. 
Pembangunan sosial yang dimaksudkan sebagai suatu strategi melalui 
penyaluran berbagai program-program  pelayanan sosial secara cepat dan langsung 
kepada kelompok sasaran, sehingga program beras sejahtera ini dapat sesuai dengan 
sasarannya dan  meringankan beban keluarga serta mengurangi  kondisi kemiskinan 
pada keluarga prasejahtera  tersebut. Dalam hal ini, untuk mewujudkan dari prrogram 
beras sejahtera ini sesuai dengan sasaran maka pemerintah setempat harus mendata 
sesuai kriteria yang mendapatkan beras sejahtera tersebut sehingga beras sejahtera 




dalam keberhasilan dan tepat sasarannya beras sejahtera ini kepada masyarakat maka 
perlu ada proses yang dilakukan oleh pemerintah setempat, proses itu dimaksudkan 
agar beras yang telah di subsidikan pemerintah untuk  masyarakat menengah ke 
bawah maka yang perlu dilakukan adalah: 
1. Tahap Persiapan Sosialisasi 
Pemerintah harus memberikan data-data yang konkrit serta transparansi 
kepada masyarakatnya agar tidak ada kesalahpahaman kemudian hari. Transparansi  
ini tujuannya adalah ntuk memberikan sosialisasi kepada penerima program beras 
sejahtera terkait arus informasi, berita, agar tidak ada ketimpangan yang dirasakan 
oleh masyarakat terutama keluarga prasejahtera. Karena masyarakat harus 
mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya serta akurat, jujur dan benar dari 
orang yang diberikan wewenang dalam menyampaikan  informasi. 
Tahir selaku kepala desa mengatakan bahwasanya, selaku pemerintah desa 
mempersiapkan sosialisasi kepada massyarakat di Desa Tongko  tentang beras 
pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera yang diperuntukkan untuk keluarga 
prasejahtera, yang artinya keluarga yang masih sangat minim pendapatan bahkan 
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, hal ini jga agar 
pemberdayaan sosial untuk keluarga prasejahtera melalui beras sejahtera dapat 
terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya 
memberikan transparansi kepada  masyarakat di Desa Tongko, dengan tujuan agar 
tidak ada kesalahpahaman terkait informasi proses pemberdayaan melalui beras 
sejahtera. Tujuan dilakukannya transparansi terhadap masyarakat agar nantinya tidak 
ada lagi ketimpangan-ketimpangan yang membuat masyarakat resah apalagi sekarang 






 Berikut nama-nama yang menerima manfaat beras sejahtera 
periode 2019-2020 : 
Tabel 4.5 
Daftar Nama-Nama Keluarga Prasejahtera yang Menerima Beras Sejahtera  di Dusun 
Buntu Dea Tahun 2019-2020 
NO NAMA ALAMAT 
1 Hajra Buntu.Dea 
2 Jumarni Buntu.Dea 
3 Kasimen  Buntu.Dea 
4 Narsi Buntu.Dea 
5 Amin Buntu.Dea 
6 Nur Hidayah Buntu.Dea 
7 Nur Isda Buntu.Dea 
8 Suriani Buntu.Dea 
9 Ecce Buntu.Dea 
10 Muliani Buntu.Dea 
11 Salama Buntu.Dea 
12 Tina  Buntu.Dea 
13 Ida Buntu.Dea 
14 Lilla Buntu.Dea 
15 Junaedi Buntu.Dea 
Sumber data sekunder 
Berdasarkan tabel di atas bahwa penerima manfaat beras sejahtera untuk yang 
termasuk golongan keluarga praejahtera di Dusun Bonto Dea terdapat 15 kartu 
keluarga.  Sudarmin selaku pendamping pemberdayaan masyarakat prasejahtera 
melalui beras sejahtera mengatakan bahwasanya, ketika sudah ada informasi dari 
kemensos dan sudah diperintahkan oleh pemerintah desa untuk mengadakan 
sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tongko, kami akan turun memberikan 
                                                          
51
Tahir (45), Kepala Desa, Wawancara, di Desa Tongko Kecamatan Barako Kabupaten 




informasi terkait masalah pemberdayaan sosial yang melalui beras sejahtera dan 
diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera saja, hal ini sangat perlu disosialisasikan 
kepada masyarakat agar kami bisa mengindentifikasi sasaran dari program dari 
pemerintah pusat agar nantinya tidak ada kesalahan dalam mengambil  data di 
masyarakat. Di dusun Bonto Dea terdapat 15 kartu keluarga yang menerima yang 
masih termasuk golongan keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera tersebut 
mereka yang belum memenuhi kebutuhan pokoknya secara kompkels sehingga 
mereka masih bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini juga membantu 
masyarakat prasejahtera untuk menutupi salah satu kebutuhannya sehingga uang 
simpanan mereka bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti membuat usaha 
kecil-kecilan, misalnya menjual bahan campuran. 
 
Junaedi selaku masyarakat yang masih tergolong keluarga prasejahtera, 
mengatakan bahwasanya sebagai pemerintah dan jajarannya, sudah sepatutnya 
untuk mengambil data-data masyarakat yang masih tergolong keluarga 
prasejahtera guna untuk menutupi kebutuhan keluarga kami dan hendaknya 
jika sudah ada informasi dari pihak pemerintah agar kiranya pemerintah serta 
aparatnya mensosialisasikan kepada kami, dan hasil pendataan dan 
musyawarah dari aparat desa mereka memasukkan kami kategori keluarga 
prasejahtera atau yang kayak menerima beras sejahtera dari pemerintah 




Intan selaku  masyarakat yang  masih tergolong keluarga prasejahtera 
menambahkan, bahwa ketika beras sejahtera sudah ada atau cair maka 
pemerintah setempat harus memberikan informasi kepada masyarakat secara 
transparansi baik itu masalah harga maupun jumlah yang di dapatkan, agar 
tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu 
apakah beras sejahtera atau beras yang di subsidikan pemerintah sudah tepat 
sasaran atau terjadi pemotongan didalamnya ataukah mungkin terjadi politik 
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nepotisme, sehingga dalam proses pemberdayaan beras sejahatera sampai ke 
tangan yang membutuhkan atau tepat sasaran.”
53
 
Sebagaimana hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam 
proses pemberdayaan beras sejahtera bagi keluarga prasejehtera yang telah 
disubsidikan oleh pemerintah pusat. pemerintah setempat harus melakukan sosialisasi 
terlebih dahulu terhadap masyarakat dan memberikan informasi kategori seperti apa 
saja yang layak mendapatkan beras sejahtera serta mengindentifikasi masyarakat 
yang tergolong keluarga prasejahtera agar proses pemberdayaan sosial melalui beras 
sejahtera bisa tepat sasaran. Hal penting juga adalah sikap transparansi terkait 
informasi tentang beras sejahtera kepada masyarakat, apalagi hal in biasanya 
mengundang rasa sensitif terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan rasa kecewa 
terhadap pemerintah. Terkait tentang masalah beras yang telah disubsidikan oleh 
pemerintah  pusat, hal tersebut dapat membantu masyarakat terutama keluarga 
prasejahtera untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah, karena berasnya sudah 
turun harga dari harga normal sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani lagi untuk 
membelinya, untuk itu setiap pemerintah terkhusus pemerintah Desa Tongko 
diharapkan kesediannya selalu memberikan informasi yang akurat dan faktual terkait 
yang terkait masalah kebutuhan masyarakatnya. Sehingga kita dapat membantu 
mereka untuk memenuhi kebutuhannya serta meringankan beban masyarakat 
terkhusus keluarga prasejahtera. 
2. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian Program 
Tahap Pelaksanaan dan Pengendallian Program tentang proses pemberdayaan 
sosial melalui beras sejahtera adalah, masyarakat harus mengetahui proses dan 
                                                          
53
Intan (43), Wawancara, Masyarakat yang  Layak Mendapatkan Beras Sejahtera tetapi tidak 




pencairan dari beras sejahtera itu sendiri, serta harus mengetahui proses 
pendistribusian beras sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keluarga 
prasejahtera sebagai bentuk proses pemberdayaan sosial. Masyarakat dapat 
memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan 
terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, akan tetapi tidak 
semua itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus diterima tetapi juga bisa 
ditolak tergantung dari hasil yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri. 
 
Sudarmin mengungkapkan bahwa agar proses pemberdayaan sosial melalui 
beras sejahtera untuk keluarga prasejahtera bisa tepat sasaran. Sangat 
diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam proses pelaksanaan 
terkait masalah beras sejahtera agar dapat dikendalikan pendistribusian beras 
sejahtera tersebut sehingga sesuai dengan sasaran dari pemerintah pusat, 
karena beras sejahtera hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang masih 
tergolong keluarga prasejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 
dalam rumah tangganya salah satunya sembako, keluarga prasejahtera yang 





Daftar nama-nama keluarga prasejahtera yang menerima beras sejahtera di Dusun 
Pamolongan Tahun 2019-2020 
No NAMA ALAMAT 
1 Arifin .B Pamolongan 
2 Cacci Pamolongan 
3 Suria Pamolongan 
4 Rahmat l Pamolongan 
5 Mana Pamolongan 
6 Rahmat L Pamolongan 
7 Musdalifa Pamolongan 
8 Arifin B Pamolongan 
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9 Mila Pamolongan 
10 Cacci Pamolongan 
11 Amma Pamolongan 
12 Mariani Pamolongan 
13 Rahmawati Pamolongan 
Sumber data: di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 2019 
Berdasarkan tabel di atas bahwa keluarga prasejahtera yang menerima 
manfaat beras sejahtera di Dusun Pamolongan terdapat 13 karu keluarga, mereka 
masih tergolong keluarga prasejahtera karena masih belum mampu memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga mereka dikategorikan layak untuk 
mendapatkan beras sejahtera dengan tujuan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan 
mereka, dan disisi lain bahwa ketika mereka memiliki uang, mereka bisa 
menggunakan keperluan lain karena beras sejahtera sudah disubsidikan oleh 
pemerintah sehingga tidak membeli beras dengan harga  normal, misal dari harga Rp 
8.500 menjadi Rp.3.500-4.000. 
 
Tahir mengatakan bahwa dalam hal ini perlu memang masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam pengawasan pencairan beras sejahtera untuk keluarga 
prasejahtera, karena hal ini merupaka hal yang sangat sesnsitif di mata 
masyarakat, sehingga sebagai Kepala Desa menginginkan adanya kerjasama 
antar panitia dan masyarakat, artinya masyarakat harus memunyai kesadaran 
untuk membantu masyarakat lain untuk mendatanya sehingga bisa diproses di 
pusat, misalnya masyarakat yang sudah memiliki harta yang cukup turut 
membantu atau memberitahukan kepada pendata atau pendamping beras 
sejahtera bahwa ada masyarakat yang belum terdata padahal mereka layak 
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Sebagaimana hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang perlu 
adanya peratsipasi masyarakat untuk membantu proses jalannya sistem pemerintahan 
yang ada di desa, misalnya saja masyarakat membantu proses pencairan sejahtera 
untuk keluarga prasejahtera agar kebutuhan masyarakat yang masih tergolong 
keluarga prasejhatera dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pokok atau 
sembako agar kesejahteraan dalam desa dalam merata dengan baik. 
3. Membantu dalam Pengawasan 
Setiap masyarakat tidak boleh bersifat apatis terhadap hal-hal kepentingan 
masyarakat agar kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat merata secara 
menyeluruh, sehingga pemerintah desa setempat agar dapat berlaku adil kepada 
masyarakat siapa saja tanpa memandang sistem kekeluargaan atau nepotisme. Dalam 
hal ini dibutuhkan juga masyarakat untuk membantu untuk mengawasi proses 
pemberdayaan beras sejahtera yang ada di Desa Baroko sehingga dalam proses 
pendataan atau kategori yang layak untuk mendapatkan beras sejahtera itu sesuai 
dengan data yang diambil oleh pendata. Sehinga dalam hal ini diperlukan masyarakat 
untuk membantu dalam mengawasi prosesi dari beras sejahtera tersebut sehingga 
seorang pendata harus bersikap adil terhadap masyarakat tanpa memandang  sistem 
kekeluargaan agar proses pemberdayaan beras sejahtera tepat sasaran. 
 
Tahir mengatakan bahwasanya setiap masyarakat tidak boleh bersikap apatis 
atau acuh tak acuh terhadap program beras sejahtera ini, artinya setiap 
masyarakat membantu panitia dalam mengawasi beras sejahtera ini, mulai 
dari pendataan kartu keluarga dan sejenisnya hingga akhirnya sampai di pusat, 
karena jujur saja bahwa yang menentukan bahwa yang layak mendapatkan 
beras sejahtera adalah pemerintah pusat melalui pendataan yang dilakukan 




artinya masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap kami (perangkat desa) 




Untuk indikator dalam keberhasilan program beras sejahtera diukur 
berdasarkan pencapaian indikator 6T yaitu: 
1. Tepat sasaran adalah beras sejahtera hanya diberikan kepada rumah tangga 
miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam penerima 
mnafaat dan diberi identitas 
2. Tepat waktu adalah pembagian beras sejahtera diberikan sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan 
3. Tepat jumlah,  beras sejahtera yang diberikan kepada keluarga prasejahtera 
berjumlah 10 kilogram untuk setiap kepala keluarga dalam setiap bulan 
4. Tepat harga, harga beras sejahtera yang dibayarkan oleh pemerintah sesuai 
dengan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang telah di tanda tangani oleh Bupati 
5. Tepat kualitas, beras sejahtera yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera 
merupakan yang kayak untuk dikonsumsi. 




Program beras sejahtera ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran 
Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan  sebagian kebutuhan pangan 
pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. 
Selain itu beras sejahtera bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
diminta untuk mengambil peran penting dalam hal beras sejahtera untuk keluarga 
prasejahtera, baik itu mulai dari pendataan hingga akhirnya proses pencairan beras 
sejahtera itu tiba untuk keluarga prasejahtera, hal tersebut membuat masyarakat dapat 
melihat bagaimana proses terjadinya proses pencairan beras sejahtera  tersebut sesuai 
dengan sasaran atau keluarga yang masih dalam kategori prasejahtera. 
C. Kendala dalam Proses Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Beras sejahtera 
bagi Keluarga Prasejahtera.  
Dalam proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga 
prasejahtera tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh penyelanggara baik itu 
bagi pihak internal dari pemerintah ataupun eksternal dari pemerintah, hal ini yang 
mengakibatkan proses pemberdayaan sosial bagi keluarga prasejahtera  melalui beras 
sejahtera tidak terlalu efektif dalam menjalankannya, pasalnya di Desa Tongko masih 
ada sistem kekeluargaan atau sistem nepotisme, sehingga ketika ada bantuan berupa 
bantuan sosial atau beras sejahtera mereka lebih mengutamakan keluarga dibanding 
masyarakat yang masih tergolong prasejahtera. Hal tersebut juga keluarga 
prasejahtera tidak dapat memenuhi kebutuhan sembakonya. Adapun kendala dalam 
proses pemberdayaan  sosial melalui bantuan beras sejahtera bagi keluarga 
prasejahtera yaitu: 
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1. Sistem Nepotisme 
Proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera pasti tidak akan berjalan 
sesuai yang diinginkan oleh masyarakat jika masih saja menerapkan sistem 
kekeluargaan atau sistem nepotisme, karena banyak aparat desa hanya ingin jika 
keluarganya saja yang mendapatkan bantuan tersebut bukan orang yang layak dapat 
yang masih tergolong masih keluarga prasejahtera yang belum bisa memenuhi 
kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem nepotisme ini seakan-akan 
mencekik bagi masyarakat kelas bawah karena  merasa tidak memiliki kekuatan 
untuk melakukan suatu tindakan padahal yang seharusnya dilakukan oleh Aparat 
Desa adalah membantu masyarakat yang masih tergolong prasejahtera untuk 
mendapatkan bantuan berupa beras sejahtera agar bisa meningkatkan taraf sosialnya 
juga, artinya dengan menerima bantuan beras sejahtera gaji yang didapatkan dari 
hasil berkebun atau kerja serabutan dan hasil buruh tani tidak dihabiskan untuk 
memenuhi kebutuhan sembakonya, karena sudah menerima bantuan beras sejahtera, 
sehingga gajinya dapat di manfaatkan dengan keperluan lainnya. 
 
Badaria selaku warga Desa Tongko yang layak menerima bantuan beras 
sejahtera mengemukakan bahwa Ibu Badaria mengaku tidak mendapatkan 
bantuan dari pemerintah, dalam hal ini beras sejahtera, menurut pengakuannya 
bahwa Ibu Badaria tidak didata oleh panitia padahal ia sangat layak 
mendapatkan beras sejahtera tesebut. Ia menambahkan bahwa dalam 
keluarganya terdiri 3 kartu yang keluarga dengan masing-masing tiga  kepala 
rumah tangga  tapi ia mengaku tidak mendapatkan bantuan tersebut karena 




Afriyani mengatakan ia merasa bahwa panitia hanya mementingkan 
kepentinhgan keluarganya yang sudah termasuk sejahtera dibanding kami 
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yang masih tergolong keluarga prasejahtera. Ia mengatakan bahwa ia tidak di 
data oleh panitia dengan alasan ketika ada pendataan mengenai bantuan 
pemerintah saya tidak sedang berada di rumah sehingga tidak didata oleh 
paniti. Padahal panitia bisa saja berinisiatif untuk mendatanya terlebih dahulu 
dan kartu keluarga serta ktp bisa menyusul setelah orangnya ada.”
60
 
Sudarmin  selaku panitia atau pendamping dari proses pencairan beras 
sejahtera untuk keluarga prasejahtera ini mengatakan bahwa kami melakukan 
pendataan secara random atau acak dan ketika kami mendata lalu orang-orang yang 
kami data tidak berada di rumah maka kami akan skip (melangkahi) untuk mendata 
yang lain lagi sehingga suatu pekerjaan tidak  terbengkalai. Jadi kemungkinan besar 
kami nanti akan  pendataan selanjutnya baru didata kembali.”
61
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kendala dalam proses 
pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera untuk keluarga prasejahtera adalah 
adanya sistem nepotisme atau sistem kekeluargaan, sehingga  orang yang layak 
mendapatkan tidak terdata oleh pantia. Opsi yang pertama yang muncul adalah ketika 
panitia melakukan pendataan tentang bantuan pemerintah terkait beras sejahtera 
untuk keluarga prasejahtera yaitu karena pada saat pendataan, orang yang di data 
tidak sedang adaa dirumah makanya langsug beralih kerumah yang lain untuk 
melanjutkan pendataan, opsi yang kedua yaitu adanya sistem kekeluargaan yang 
mengakibatkan orang yang layak mendapatkan beras sejahtera tersebut tidak didata 
sama sekali oleh panitia. 
 
 
                                                          
60
Afriyani (30), Wawancara, Masyarakat yang Layak Mendapatkan Beras Sejahtera tetapi 
tidak Menerima, di Desa Tongko Kecamatan Barako Kabupaten Enrekang, 20 Agustus 2020. 
61
Sudarmin (36), Wawancara, Pendamping atau Panitia Beras Sejatera, di Desa Tongko 




2. Masalah Verifikasi Data dan Validasi  
Banyak kemungkinan sehingga masyarakat yang masih tergolong prasejahtera 
tidak menerima beras sejahtera, salah satunya masyarakat yang tergolong prasejahtera 
tidak terverifikasi datanya dan juga data yang di munculkan oleh kementrian sosial 
adalah data yang lama sehingga pendataan yang baru tidak mendapatkan beras 
sejahtera dari pemerintrah. 
Sudarmin mengemukakan bahwa masyarakat tidak menerima bantua beras 
beras sejahtera dari pemerintah karena biasanya ada kesalahan data dari saat di input, 
serta data yanng dimunculkan oleh Kementrian Sosial adalah data-data yang sudah 
lama, sehingga kita tetap memberikan beras sejahtera ini kepada orang yang 
dimunculkan datanya oleh Kementrian Sosial.”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang 
masih tergolong keluarga prasejahtera tidak menerima bantua karena masalah validasi 
dan verifikasi data yang diinput oleh panitia, serta data yang dimunculkan oleh 
kementrian sosial adalah data-data yang lama sehingga banyak keluarga prasejahtera 
tidak menerima bantuan beras sejahtera. 
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 Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberdayaan masyarakat prasejahtera 
melalui beras sejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Proses pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui beras sejahtera di Desa 
Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, pemerintah desa melakukan 
tahap persiapan sosial, dengan cara mensosialisasikan program dan 
mengindetifikasi program sasaran. Selanjutnya untuk pemberdayaan 
masyarakat prasejahtera dapat dilakukan dengan cara tahap pelaksanaan dan 
pengendalian program, dan yang terakhir tahap monitoring dan evalusiasi 
program beras sejahtera, di Dusun Bonto Dea terdapat 15 kartu keluarga yang 
termasuk keluarga prasejahtera yang menerima beras sejahtera dan 13 kartu 
keluarga dari Dusun Pamolongan yang menerima beras sejahtera, dan mereka 
semua termasuk keluarga prasejahtera yang dimana belum mampu memenuhi 
kebutuhan pokok mereka. 
2. Hambatan dalam proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi 
keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, 
yaitu proses pendataan masyarakat terkait masalah bantuan pemerintah terjadi 
sistem nepotisme karena banyak keluarga prasejahtera yang yang sudah lama 
tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah serta verifikasi dan dan validasi 





 penerima bantuan beras sejahtera, bahkan data dari kementrian sosial adalah 
data yang lama. 
B. Implikasi Peneltian 
1. Hendaknya pemerintah desa dan seluruh jajarannya tidak menganut sistem 
nepotisme. 
2. Hendaknya panitia (pendata) melakukan pendataan secara merata terhadap 
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DAFTAR NAMA INFORMAN  
 
 
NO. NAMA UMUR PEKERJAAN 
1 Tahir 45 Tahun Kepala Desa 
2         Sudarmin 50 Tahun Pendamping 
3 Badaria 50 Tahun Penerima Manfaat 
4 Afriani Cudi 28 Tahun Penerima manfaat 
5 Suriani 50 Tahun Penerima Manfaat 
6 Junaedi 49 Tahun Penerima Manfaat 
7 Intan 48 Tahun Penerima Manfaat 













PEDOMAN WAWANCARA  
A. Daftar Pertanyaan Kepala Desa  
1. Bagaimana Bapakcara mensosialisasikan pemberdayaan sosial melalui 
bantuan beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera? 
2. Apakah ada kategori tertentu bagi penerima beras sejahtera? Seperti apa? 
3. Bagaimana cara mendata masyarakat bagi penerima beras sejahtera? Apakah 
dilakukan secara random (acak) atau apakah ada setiap dusun yang 
mengambil data masyarakat tersebut lalu dilaporkan kepada Bapak? 
4. Dari beberapa teknik bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan, teknik 
apa yang paling efektif diterapkan bagimasyarakat untuk meningkatkan 
kesadaran tentang pentingnya pendidikan? 
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selaku Kepala Desa dalam 
mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat serta apa faktor pendukung dan 
penghambat dalam mencairkan beras sejahtera tersebut? 
6. Apakah setiap pencairan beras sejahtera tepat sasaran, yang artinya masih 
tergolong keluarga prasejahtera? 
7. Apakah ada kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat, atau hanya 








B. Wawancara dengan Panitia Beras Sejahtera 
1. Bagaimana kondisi  masyarakat di Desa Baroko? 
2. Apa Anda melakukan pendataan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran 
atau pendataannya dilakukan secara random (acak)? 
3. Siapa sajakah yang berperan penting dalam mencairkan bantuan beras 
sejahtera ini? 
4. Apakah ada kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam proses 
pencairan beras sejahtera ini ataukah hanya dari panitia saja? Mengapa? 



















C. Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat yang Layak Menerima Beras Sejahtera 
namun tidak Menerima 
1. Apakah yang menyebabkan keluarga Anda tidak menerima beras sejahtera, 
sedangkan Anda layak mendapatkan beras sejahtera tersebut? 
2. Apakah sudah ada panitia yang mendata keluarga Anda mengenai beras 
sejahtera ini? 
3. Apakah sudah ada pernah sosialisasi sebelumnya tentang beras sejahtera 
tersebut kepada masyarakat? Ataukah langsung saja cair begitu tanpa 
sosialisasi dan pendataan? 

















D. Daftar pertanyaan yang tidak Layak Menerima Beras Sejahtera namun 
Menerima 
1. Bagaimana tanggapan Anda menerima bantuan beras sejahtera sedangkan 
Anda tidak termasuk keluarga prasejahtera? 
2. Apa tanggapan masya rakat sekitar kepada Anda pada saat menerima bantuan 
beras sejahtera? 
3. Apakah Anda termasuk dalam pendataan penerima beras sejahtera oleh pantia  
beras sejahtera? 
4. Bagaimana pendapat Anda  jika ada yang layak menerima bantuan beras 
sejahtera tetapi tidak pernah menerima?Apakah ada unsur kesengajaan atau 



















Gambar 1.1: Wawancara dengan Badaria di Desa Tongko Kecamatan Baroko 





Gambar 1.2: Wawancara dengan Suriani di Desa Tongko Kecamatan Baroko 





Gambar 1.1: Wawancara dengan Sukur di Desa Tongko Kecamatan Baroko 
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